
TUJUAN
Kondisi Kondisi Target Target Target

Indikator 2022 2023 2024 2025 2026

3,40 3,55 3,75 3,95 4,00

SASARAN ESELON II
Kondisi Kondisi Target Target Target

Indikator 2022 2023 2024 2025 2026

1. Indeks  Layanan Pemerintahan 

Berbasis Elektronik

4,20 4,21 4,22 4,23 4,25

2. Kategori Keterbukaan Informasi 

Publik

 (93) 

Informatif

 (99,92) 

Informatif

 (99,92) 

Informatif

 (99,92) 

Informatif

 (99,92) 

Informatif

 

CROSS CUTTING ( BKPSDM) SASARAN ESELON III
Kondisi Kondisi Target Target Target

Indikator 2022 2023 2024 2025 2026

1. Persentase integrasi infrastruktur 

teknologi informasi

30% 44,35% 47% 50% 55%

38% 38% 50% 75% 80%

3.Jumlah aplikasi yang 

dikelola/dikembangkan

5 5 6 7 8

4. Jumlah Aplikasi yang di 

Assessment oleh BSSN

- 1 2 2 2

aptika

5. Indeks Kepuasaan Terhadap 

Masyarakat Pelayanan Publik 

76,65 77,60 78,50 79,60 80,20

statistik n sandi

6. Persentase data sektoral secara 

periodik

20% 85% 90% 95% 100%

ikp

7. Persentase penyebaran Informasi 

melaui media informasi

35% 85% 88% 90% 95%

sek

SASARAN ESELON IV Kondisi Kondisi Target Target Target

Indikator 2022 2023 2024 2025 2026

1. Jumlah Perangkat daerah, Unit 

Layanan/Puskesmas/RSUD dan  

Nagari yang terkoneksi dengan 

jaringan Smart City

60 93 115 141 166

2. Jumlah Pengembangan dan 

perancangan aplikasi sistem 

informasi dan data

8 8 8 8 8

5. Persentase  SDM TIK Perangkat 

Daerah yang dibina 

6. Jumlah Tenaga Ahli dibidang TIK

6. Jumlah aplikasi yang digunakan 14 9 8 8 8

7. Jumlah aplikasi yang sudah 

terintegrasi dengan tanda tangan 

digital 

1 1 2 3 3

8. Jumlah data  statistik   Pemerintah 

Daerah

100 232 250 250 250

3500 4500 5000 5500 6000

12. Jumlah  Kerjasama melalui 

media elektronik dan konvensional

24 24 25 26 27

13. Jumlah sarana prasarana 

informasi yang tersedia 

2 7 8 9 10

14. Jumlah Tenaga Sandiman 3 3 3 3 3
 

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN

1.Indeks Sistim Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE)

2.Persentase Pemenuhan tenaga TIK 

3. Persentase pengembangan 

inftrastruktur data yang terolah 

sampai tingkat nagari 

8% 40% 60% 70% 80%

4.Jumlah Tenaga Ahli dibidang TIK 10 90 120 120 120

9. persentase Interoperabilitas data 

statistik sektoral

50% 50% 60% 70%

3000 3000

80%

20% 30% 60% 70% 80%

10. Jumlah Informasi publik melalui 

PPID Pemerintah Kabupaten Pesisir 

Selatan

11. Jumlah informasi Pemda di 

website Pemda 

1415 3000 3000

Painan, 29 Januari 2023

Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang 
Bersih, Efektif, Demkratif dan Transparan 

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

 
Meningkatnya keterbukaan 

informasi publik 
  

Meningkatnya Ketersediaan 
Data Informasi Publik yang 

valid 

Meningkatknya 
ketersediaan 

infrastruktur teknologi 

Kategori Keterbukaan Informasi  
Publik  

Peningkatan jaringan 
komunikasi data 

Peningkatan Pengelolaan 
aplikasi /sistem informasi 

 

 
Peningkatan  
Pemanfaatan 

Aplikasi/Sistim 
Informasi 

 

Peningkatan 
sarana 

pengolahan 
data 

Persentase pemenuhan tenaga 
TIK  

1. Jumlah Perangkat 
daerah ,unit 

layanan/puskesmas/RS
UD dan nagari 

terkoneksi dengan 
jaringan Smart City 

 
2. Jumlah 

Pengembangan dan 
perancangan aplikasi 
sistem informasi dan 

data 

Persentase 
pengembangan 
inftrastruktur 

data yang terolah 
sampai tingkat 

nagari  

Persentase penyebaran informasi 
melaui media informasi 

Peningkatan 
Pelayanan 

Informasi Publik 
 

 Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Informasi 

Indeks Kepuasan masyarakat 
terhadap pelayanan publik   

Jumlah aplikasi yang 
dikelola/dikembangkan 

Jumlah aplikasi 
yang digunakan 

 

Jumlah informasi 
Pemda di website 

Pemda 
(www.pesisirselatank

ab.go.id) 
 

Jumlah  
Informasi publik 

melalui PPID 
Pemerintah 

Kabupaten Pesisir 
Selatan 

 
Jumlah kerjasama 

melalui media 
elektronik dan 
konvensional 

 
 

Meningkatnya diseminasi 
Informasi dan komunikasi 

Persentase data sektoral secara 
periodik 

 Peningkatan 
pemukhtahiran data 

secara periodik 

 Peningkatan 
Interoperabilitas 

data statistik sektoral 

Jumlah sarana 
prasarana informasi 

yang tersedia 

Jumlah data statistik   
Pemerintah Daerah 

Bimbingan Teknis 
Tenaga TIK 

Persentase  SDM 
TIK Perangkat 

Daerah yang dibina  

Persentase integrasi infrastruktur 
teknologi informasi 

Jumlah Tenaga Ahli 
dibidang TIK 

 
Peningkatan  

Pengamanan, 
Pengawasan 

data informasi 
Pemerintah 

Daerah 
 

Jumlah aplikasi 
yang sudah 
terintegrasi 
dengan tanda 
tangan digital  

 Peningkatan 
Kerjasama 

penyebaran 
Informasi 

Tersedianya 
Tenaga TIK 

sesuai dengan 
kompetensi  

Meningkatnya Digitalisasi 
Pemerintahan 

Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis 
Elektronik 

Jumlah Tenaga 
Sandiman 

Peningkatan kualitas 
dan kuantitas SDM TIK 

Perangkat Daerah 

Jumlah Aplikasi yang di 
Assessment oleh BSSN 

persentase 
Interoperabilitas data 

statistik sektoral 

MISI  I 

Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang 

Berkinerja Tinggi 

Kinerja Strategis PD 
(Ess II) 

Kinerja Strategis 
Daerah 

Indeks Reformasi Birokrasi 

Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi 

Kinerja Taktikal  
(Ess III) 

Kinerja Operasional  

Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel 
dan Berkinerja 

- Nilai RB Dinas Kominfo 
- Nilai AKIP Dinas Kominfo 

 
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah 

  

Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kominfo 

Meningkatknya Akuntabilitas Kinerja 
Dinas Kominfo 

- Persentase Kelengkapan Dokumen 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi  
 
- Ketepatan waktu pelaporan dokumen 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi  
  
-  Persentase Kinerja Bidang yang tercapai  

Meningkatnya Dokumen Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi  

Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Dinas Kominfo 

Meningkatnya Inovasi 
pada Dinas Kominfo 

 

Jumlah Inovasi Dinas Kominfo 

 Meningkatnya 

Kualitas SDM Dinas 
Kominfo 

 

- Persentase Jumlah SDM yang 
mengikuti peningkatan kapasitas 

KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI 
KINERJA PERANGKAT DAERAH 
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 
 
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 
 
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 
2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 
3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
4) Penyediaan Barang Cetakan dan 
5) Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 
6) Fasilitasi Kunjungan Tamu 
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 
 
KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAH DAERAH 
1) Pengadaan Mebel 
 
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH 
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 
 
KEGIATAN PEMELLIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 
PENUNJANG URUSANPEMERINTAH DAERAH 
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, 

dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 
2) Pemeliharaan Peralatan  dan Mesin LainnyaPemeliharaan 

Peralatan dan Mesin Lainnya 
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 
 

KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
1). Penatalaksanaan dan Pengawasan e -government dalam 
      Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
2). Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah  
      Daerah. 
3). Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi  
4). Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik  
5). Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan  
     Berbasis Elektronik. 
6). Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota  
      Cerdas dan Kota Cerdas 
7). Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi  
      Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah  
8). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan  
      Ekosistem SPBE 
 
 
 

KEGIATAN  
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 
1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi danKomunikasi Publik 
2) Layanan Hubungan Media 
3) Kemitraan dengan pemangku kepentingan 
4) Pengelolaan Media Komunikasi Publik 
5) Pelayanan Informasi Publik 

KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 
1). Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, 
     Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data 
     Statistik Sektoral 
2). Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah 
    dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang 
    TerintegrasI 
3) Membangun Metadata Statistik Sektoral 
4). Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik 
     Sektoral. 
5). Pengembangan Infrastruktur 
6). Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di 
      Daerah 
 

KEGIATAN PENYELENGGARAAN 
PERSANDIAN UNTUK 
PENGAMANAN INFORMASI 
PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 
1). Penetapan Kebijakan Tata 
kelola Keamanan Informasi dan 
     Jaring Komunikasi Sandi 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 
2). Pelaksanaan Analisis 
Kebutuhan dan Pengelolaan 
Sumber Daya 
     Keamanan Informasi 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 
3). Pelaksanaan Keamanan 
Informasi Pemerintahan Daerah 
      Kabupaten/Kota Berbasis 
Elektronik dan Non Elektronik 
4). Penyediaan Layanan Keamanan 
Informasi Pemerintah Daerah 
     Kabupaten/Kota. 
 
KEGIATAN PENETAPAN POLA 
HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI 
ANTAR PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 
 
1). Penetapan Pola Hubungan 
Komunikasi Sandi Antar Perangkat 
Daerah Kabupaten/Kota 
 
 
 


